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PRA KATA 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga buku Pengantar 
Ilmu Hukum: Buku Ajar Praktis bagi Mahasiswa, Paralegal, Aparatur Desa, 
dan Masyarakat Umum, ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 
masyarakat. Namun, masih banyak yang menganggap hukum sebagai 
sesuatu yang rumit dan sulit dipahami. Padahal, pemahaman dasar tentang 
hukum sangat penting agar setiap orang mengetahui hak, kewajiban, serta 
mampu berperan dalam menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan 
bertanggung jawab. 

Buku ini disusun sebagai buku ajar yang praktis dengan bahasa yang 
sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Buku ini ditujukan bagi 
mahasiswa, paralegal, aparatur desa, dan masyarakat umum yang ingin 
mempelajari dasar-dasar ilmu hukum. Materi yang disajikan meliputi 
konsep dasar ilmu hukum, sumber dan asas hukum, sistem hukum 
Indonesia, pembagian hukum, subjek dan objek hukum, serta penerapan 
hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, 
baik dalam kegiatan pembelajaran maupun sebagai sarana meningkatkan 
literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Penulis menyadari bahwa buku 
ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada edisi 
berikutnya. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga 
buku ini memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi bagi 
pengembangan pendidikan serta pemahaman hukum di Indonesia. 

 
Jakarta,  Agustus 2026 

Penulis, 
 

Sakhrul Mubarak, S.S.T.  
Emilya Marwaty, S.T., M.M.  

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M. 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya buku 
Pengantar Ilmu Hukum: Buku Ajar Praktis bagi Mahasiswa, Paralegal, 
Aparatur Desa, dan Masyarakat Umum. 

Pemahaman terhadap ilmu hukum merupakan langkah awal yang 
penting bagi setiap orang untuk mengenal hak, kewajiban, serta peran 
hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh 
karena itu, kehadiran buku ini menjadi kontribusi yang positif dalam 
memperluas literasi hukum, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi 
paralegal, aparatur desa, dan masyarakat umum. 

Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah 
dipahami tanpa mengurangi ketepatan konsep dan kaidah keilmuan. Materi 
yang disajikan mampu memberikan landasan yang kuat bagi pembaca 
untuk memahami dasar-dasar ilmu hukum sebelum mempelajari cabang-
cabang hukum yang lebih spesifik. 

Saya mengapresiasi penulis yang telah menghadirkan buku ini sebagai 
salah satu referensi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan 
pendidikan tinggi dan perkembangan masyarakat. Semoga buku ini 
memberikan manfaat yang luas, menumbuhkan kesadaran hukum, serta 
mendorong lahirnya generasi yang berpikir kritis, menjunjung tinggi 
keadilan, dan menghormati supremasi hukum. 

Selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Semoga menjadi amal 
ilmiah yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat. 

 
Jakarta,  Agustus 2026 

 
Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 

Guru Besar Ilmu Hukum Perlindungan Konsumen 
Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia 
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BAB I 
 
 

HAKIKAT DAN PENGANTAR ILMU HUKUM 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan dan menganalisis berbagai definisi hukum yang 

dikemukakan oleh para ahli hukum terkemuka serta 
mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur-unsur fundamental yang 
melekat pada hukum. 

2. Menganalisis secara kritis tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, 
kepastian, dan kemanfaatan, serta memahami potensi ketegangan 
di antara ketiganya dalam penerapan praktis. 

3. Membedakan antara sumber hukum materiil dan sumber hukum 
formal, serta mampu memberikan contoh konkret untuk masing-
masing sumber hukum tersebut. 

4. Mengklasifikasikan hukum ke dalam berbagai golongan utama, 
seperti hukum publik dan privat, serta hukum tertulis dan tidak 
tertulis, dan memahami implikasi dari setiap penggolongan 
tersebut. 

5. Menerapkan konsep-konsep dasar ilmu hukum untuk menganalisis 
sebuah studi kasus sederhana, yang menunjukkan relevansi teori 
dengan fenomena sosial yang nyata. 

 
Materi Ajar 

B. MENELUSURI MAKNA HUKUM: DEFINISI, CIRI, DAN UNSUR 
Hukum adalah sebuah fenomena yang melekat erat dalam setiap sendi 

kehidupan manusia. Sejak bangun tidur hingga kembali terlelap, individu 
secara sadar maupun tidak sadar berinteraksi dengan kerangka kerja yang 
bernama hukum. Aturan lalu lintas yang kita patuhi, transaksi jual beli yang 
kita lakukan di pasar, kontrak kerja yang mengikat seorang karyawan, 
hingga struktur pemerintahan yang mengatur sebuah negara, semuanya 
merupakan manifestasi dari keberadaan hukum. Kehadiran hukum yang 



 

 

BAB II 
 
 

SISTEM-SISTEM HUKUM UTAMA DI DUNIA 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik fundamental dari 

sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System), termasuk peran 
sentral kodifikasi dan undang-undang. 

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik fundamental dari 
sistem hukum Anglo-Saxon (Common Law System), termasuk peran 
krusial preseden (stare decisis) dan hakim. 

3. Memahami konsep dasar dan ciri khas dari sistem hukum Agama, 
dengan mengambil hukum Islam sebagai studi kasus utama. 

4. Memahami konsep dasar dan ciri khas dari sistem hukum Adat, 
serta relevansinya dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. 

5. Menganalisis dan membandingkan pendekatan yang berbeda dari 
sistem hukum Civil Law dan Common Law dalam menyelesaikan 
suatu persoalan hukum melalui studi kasus. 

 
Materi Ajar 

Hukum tidaklah monolitik; ia tidak terwujud dalam bentuk yang 
seragam di seluruh dunia. Sebaliknya, setiap negara atau komunitas 
mengembangkan cara-cara uniknya sendiri dalam menciptakan, 
menafsirkan, dan menegakkan aturan hukum. Kumpulan dari mekanisme, 
institusi, prosedur, dan aturan-aturan yang saling berhubungan dan bekerja 
sebagai satu kesatuan inilah yang disebut sebagai sistem hukum (legal 
system). Sebuah sistem hukum mencerminkan sejarah, budaya, filosofi, dan 
perkembangan politik dari masyarakat tempatnya berasal. Memahami 
sistem hukum suatu negara adalah kunci untuk memahami "logika" di balik 
produk-produk hukumnya. 

 



 

 

BAB III 
 
 

KONSEP NEGARA DAN KONSTITUSI 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan pengertian negara dari berbagai perspektif teoretis 

dan mengidentifikasi unsur-unsur konstitutif dan deklaratif yang 
membentuk suatu negara. 

2. Mendefinisikan konstitusi sebagai hukum dasar negara serta 
menganalisis fungsi-fungsi fundamental konstitusi dalam sebuah 
negara hukum. 

3. Membedakan antara bentuk negara kesatuan (unitary state) dan 
negara serikat (federal state), serta menganalisis implikasi dari 
masing-masing bentuk negara tersebut terhadap hubungan antara 
pemerintah pusat dan daerah. 

4. Membandingkan karakteristik utama dari sistem pemerintahan 
presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, termasuk 
hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

5. Menerapkan konsep pemisahan kekuasaan untuk menganalisis dan 
membandingkan struktur ketatanegaraan di negara yang berbeda. 

 
Materi Ajar 

Hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia lahir, hidup, dan 
ditegakkan dalam sebuah kerangka organisasi kekuasaan tertinggi yang 
disebut negara. Negara adalah panggung utama di mana seluruh drama 
hukum dipertunjukkan. Negaralah yang melalui lembaga-lembaganya 
menciptakan hukum (fungsi legislatif), menjalankan hukum (fungsi 
eksekutif), dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum (fungsi 
yudikatif). Oleh karena itu, mustahil untuk memahami hukum—khususnya 
hukum publik—tanpa terlebih dahulu memahami konsep negara itu sendiri. 

 



 

 

BAB IV 
 
 

HUKUM ADMINISTRASI  
DAN PEMERINTAHAN 

 
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan posisi Hukum 

Administrasi Negara (HAN) dalam ilmu hukum. 
2. Mengidentifikasi dan membedakan dua jenis instrumen hukum 

utama yang digunakan pemerintah, yaitu peraturan (regeling) dan 
keputusan (beschikking). 

3. Menganalisis pentingnya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AUPB) sebagai standar etis dan yuridis bagi tindakan pemerintah. 

4. Menjelaskan fungsi dan peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap pemerintah untuk 
melindungi hak-hak warga negara. 

5. Menerapkan konsep-konsep dasar HAN untuk menganalisis sebuah 
studi kasus mengenai sengketa antara warga negara dan 
pemerintah. 

 
Materi Ajar 

Jika Hukum Tata Negara (HTN) diibaratkan sebagai studi tentang 
anatomi negara—mempelajari organ-organ negara dalam keadaan diam—
maka Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah studi tentang fisiologinya, 
yaitu mempelajari bagaimana organ-organ tersebut bergerak dan bekerja 
dalam menjalankan fungsinya sehari-hari. Sejak lahir hingga meninggal 
dunia, kehidupan warga negara modern tidak pernah lepas dari sentuhan 
tindakan administrasi negara: pembuatan akta kelahiran, pendaftaran 
sekolah, pengurusan izin mendirikan bangunan, pembayaran pajak, hingga 
pembuatan surat kematian. 



 

 

BAB V 
 
 

HUKUM PIDANA 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan dan menganalisis asas-asas fundamental dalam 

Hukum Pidana, terutama Asas Legalitas (nullum delictum), serta 
implikasinya dalam penegakan hukum. 

2. Menguraikan unsur-unsur objektif (actus reus) dan subjektif (mens 
rea) yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana. 

3. Membedakan berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana, 
termasuk kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), serta 
memahami alasan-alasan penghapus pidana. 

4. Menganalisis berbagai teori dan tujuan pemidanaan, meliputi teori 
retributif (pembalasan), deterense (pencegahan), dan rehabilitatif 
(pembinaan). 

5. Menjelaskan konsep dan prinsip dasar dari Keadilan Restoratif 
(Restorative Justice) sebagai sebuah paradigma alternatif dalam 
sistem peradilan pidana. 

 
Materi Ajar 

Hukum Pidana (strafrecht) adalah bagian dari hukum publik yang paling 
sering bersentuhan dengan persepsi masyarakat tentang hukum. Ketika 
berbicara tentang hukum, gambaran yang sering kali muncul adalah 
tentang kejahatan, polisi, pengadilan, penjara, dan hukuman. Inilah dunia 
Hukum Pidana. Ia merupakan instrumen negara yang paling tajam dan 
bersifat ultimum remedium (upaya terakhir) untuk menjaga ketertiban dan 
melindungi kepentingan hukum dalam masyarakat. 

Secara esensial, Hukum Pidana adalah seperangkat norma hukum yang 
menentukan: (1) perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam 
dengan sanksi pidana; (2) siapa saja yang dapat dimintai 



 

 

BAB VI 
 
 

HUKUM PERDATA 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan ruang lingkup dan sistematika Hukum Perdata yang 

berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata). 

2. Mengidentifikasi dan membedakan antara dua jenis subjek hukum, 
yaitu manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan badan hukum 
(rechtspersoon). 

3. Menjelaskan pengertian benda (zaak) sebagai objek hukum dan 
mampu mengklasifikasikan benda ke dalam berbagai golongan, 
terutama benda bergerak dan benda tidak bergerak. 

4. Memahami konsep dasar Hukum Perikatan, termasuk sumber-
sumber lahirnya perikatan (perjanjian dan undang-undang) dan 
unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. 

5. Menerapkan konsep-konsep dasar hukum perdata (subjek, objek, 
dan perikatan) untuk menganalisis sebuah transaksi atau peristiwa 
hukum sederhana. 

 
Materi Ajar 

Setelah menjelajahi ranah hukum publik yang mengatur hubungan 
antara negara dan warga negara, kini kita beralih ke ranah Hukum Perdata. 
Jika hukum publik dapat diibaratkan sebagai "aturan main di ruang publik", 
maka Hukum Perdata adalah "aturan main di ruang privat". Ia adalah 
cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu 
lain, dengan menitikberatkan pada perlindungan kepentingan perseorangan. 

Hukum Perdata (Burgerlijk Recht atau Privaatrecht) adalah fondasi bagi 
hampir semua aktivitas kita sehari-hari yang bersifat pribadi dan ekonomis. 
Sejak kita lahir (yang menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan), 
melakukan jual beli di warung, menyewa kamar kos, mengambil kredit di 



 

 

BAB VII 
 
 

HUKUM PERJANJIAN (KONTRAK) 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan dan menganalisis empat syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata). 

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan asas-asas fundamental yang 
menjadi landasan dalam hukum perjanjian, seperti asas kebebasan 
berkontrak, konsensualisme, dan iktikad baik. 

3. Membedakan antara kondisi wanprestasi (cedera janji) dan 
keadaan memaksa (force majeure), serta memahami akibat hukum 
dari masing-masing kondisi tersebut. 

4. Menjelaskan berbagai cara atau alasan yang dapat menyebabkan 
berakhirnya suatu perjanjian. 

5. Menerapkan konsep wanprestasi untuk menganalisis sebuah studi 
kasus mengenai sengketa perjanjian dan menentukan tindakan 
hukum yang dapat ditempuh. 

 
Materi Ajar 

Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak adalah jantung dari Hukum 
Perikatan dan merupakan salah satu bidang hukum yang paling dinamis dan 
paling sering kita jumpai dalam kehidupan modern. Hampir setiap hari, kita 
secara sadar maupun tidak sadar membuat perjanjian. Membeli tiket 
bioskop secara online, menyewa jasa ojek daring, mengambil cicilan ponsel, 
menandatangani kontrak kerja, hingga kesepakatan bisnis bernilai miliaran 
rupiah, semuanya adalah manifestasi dari perjanjian. 

Sebagaimana telah disinggung dalam bab sebelumnya, perjanjian 
(overeenkomst) adalah sumber utama dari lahirnya perikatan. Ia adalah 
instrumen hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap 
individu untuk dapat mengatur sendiri kepentingan-kepentingan 



 

 

BAB VIII 
 
 

HUKUM KELUARGA DAN WARIS 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dari hukum 

perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep harta benda dalam 
perkawinan, termasuk perbedaan antara harta bawaan dan harta 
bersama (gono-gini). 

3. Menjelaskan alasan-alasan hukum yang dapat menyebabkan 
putusnya perkawinan karena perceraian serta akibat hukum yang 
ditimbulkannya. 

4. Memahami prinsip-prinsip dasar dalam hukum waris perdata 
(menurut KUH Perdata/BW), termasuk siapa saja yang berhak 
menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian warisan dilakukan. 

5. Menerapkan prinsip umum pembagian harta bersama untuk 
menganalisis sebuah studi kasus perceraian. 

 
Materi Ajar 

Setelah menjelajahi hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta 
kekayaan, kini kita memasuki ranah hukum perdata yang paling personal 
dan mendasar, yaitu Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Bidang hukum ini 
mengatur hubungan-hubungan yang lahir karena ikatan perkawinan dan 
ikatan darah. Ia menyentuh siklus kehidupan manusia yang paling inti: 
mulai dari pembentukan keluarga melalui perkawinan, hubungan antara 
orang tua dan anak, pengaturan harta benda selama perkawinan, hingga 
putusnya ikatan perkawinan dan peralihan harta kekayaan setelah 
seseorang meninggal dunia. 

 



 

 

BAB IX 
 
 

HUKUM ACARA (PROSES PERADILAN) 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan perbedaan fundamental antara Hukum Acara Perdata 

dan Hukum Acara Pidana, terutama dari segi inisiatif perkara, peran 
para pihak, dan tujuan peradilan. 

2. Menguraikan alur proses pemeriksaan perkara perdata di 
pengadilan tingkat pertama, mulai dari pengajuan gugatan hingga 
dijatuhkannya putusan. 

3. Menguraikan alur proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 
tingkat pertama, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan 
hingga dijatuhkannya putusan. 

4. Mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis serta kekuatan dari 
alat-alat bukti yang diakui dalam proses peradilan di Indonesia. 

5. Menerapkan pemahaman tentang alur proses peradilan untuk 
membedakan secara singkat penanganan perkara perdata dan 
pidana dalam sebuah studi kasus. 

 
Materi Ajar 

Hukum materiil, seperti hukum perdata dan hukum pidana yang telah 
kita pelajari, berisi norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban. 
Namun, norma-norma tersebut akan menjadi macan kertas yang tidak 
bergigi jika tidak ada mekanisme untuk menegakkannya. Apa yang harus 
dilakukan jika seseorang melanggar hak keperdataan kita? Atau bagaimana 
cara negara menindak seseorang yang diduga melakukan kejahatan? 
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada Hukum Acara atau 
Hukum Formil. 

Hukum Acara adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang cara 
atau prosedur untuk mempertahankan dan menegakkan hukum materiil 
melalui lembaga peradilan. Ia adalah "hukum tentang beracara di 



 

 

BAB X 
 
 

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan filosofi dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai sebuah pendekatan 
yang berbeda dari litigasi. 

2. Mengidentifikasi dan membedakan berbagai bentuk APS, 
khususnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta memahami 
peran para pihak dan pihak ketiga netral dalam masing-masing 
proses. 

3. Menjelaskan konsep dasar arbitrase sebagai sebuah forum 
peradilan privat, termasuk keabsahan klausul arbitrase dan 
kekuatan putusan arbitrase. 

4. Menganalisis secara kritis kelebihan dan kekurangan dari 
mekanisme APS jika dibandingkan dengan proses penyelesaian 
sengketa melalui litigasi di pengadilan. 

5. Menerapkan pemahaman tentang APS untuk menganalisis sebuah 
studi kasus dan menentukan mengapa para pihak dalam sengketa 
bisnis mungkin lebih memilih jalur non-litigasi. 

 
Materi Ajar 

Proses peradilan formal di pengadilan (litigasi), sebagaimana telah 
dibahas dalam bab sebelumnya, merupakan mekanisme utama yang 
disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan 
hukum. Namun, litigasi bukanlah satu-satunya jalan. Dalam banyak situasi, 
membawa sengketa ke pengadilan sering kali dianggap sebagai pilihan 
terakhir. Mengapa? Karena proses litigasi identik dengan biaya yang mahal, 
waktu yang lama, prosedur yang kaku dan formalistis, serta hasil yang 
bersifat menang-kalah (win-lose solution). Putusan pengadilan sering kali 
memuaskan satu pihak namun menghancurkan pihak lain, dan yang lebih 



 

 

BAB XI 
 
 

PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan konsep penemuan hukum (rechtsvinding) sebagai 

tugas utama seorang hakim, terutama dalam sistem hukum Civil 
Law. 

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai metode penafsiran 
hukum (interpretasi), seperti metode gramatikal, sistematis, historis, 
dan teleologis/sosiologis. 

3. Memahami peran dan pentingnya yurisprudensi sebagai hasil dari 
proses penemuan hukum oleh hakim dalam pengembangan sistem 
hukum. 

4. Menganalisis sebuah studi kasus sederhana yang memerlukan 
penafsiran hukum dan mampu menerapkan salah satu atau 
beberapa metode penafsiran untuk mencapai suatu kesimpulan 
hukum. 

5. Membedakan antara penafsiran hukum dengan konstruksi hukum 
(analogi dan penghalusan hukum). 

 
Materi Ajar 

Hukum yang kita kenal dalam bentuk peraturan perundang-undangan 
pada hakikatnya adalah serangkaian teks yang bersifat umum, abstrak, dan 
sering kali dibuat di masa lalu. Namun, sengketa atau peristiwa hukum yang 
terjadi di masyarakat selalu bersifat konkret, spesifik, dan terjadi di masa 
kini. Terdapat sebuah kesenjangan antara "teks hukum" yang statis dengan 
"realitas sosial" yang dinamis. Di sinilah letak peran krusial seorang hakim. 
Tugas hakim bukanlah sekadar menjadi "corong undang-undang" (la bouche 
de la loi) yang secara mekanis menerapkan pasal-pasal pada suatu kasus. 
Lebih dari itu, hakim harus "menemukan" hukum yang paling tepat dan adil 
untuk kasus konkret yang dihadapinya. 



 

 

BAB XII 
 
 

HUKUM INTERNASIONAL 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan pengertian, sifat, dan karakteristik dari Hukum 

Internasional sebagai sebuah sistem hukum yang unik dan berbeda 
dari hukum nasional. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai subjek hukum 
internasional, mulai dari negara sebagai subjek utama hingga 
perkembangan peran organisasi internasional dan individu. 

3. Menjelaskan sumber-sumber hukum internasional formal 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah 
Internasional (ICJ), yang meliputi perjanjian internasional, 
kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, serta 
yurisprudensi dan doktrin. 

4. Menganalisis dua teori utama mengenai hubungan antara hukum 
internasional dan hukum nasional, yaitu teori monisme dan 
dualisme, serta memahami implikasinya dalam praktik 
ketatanegaraan. 

5. Menerapkan konsep-konsep dasar hukum internasional untuk 
menganalisis sebuah studi kasus sederhana mengenai sengketa 
antarnegara. 

 
Materi Ajar 

Hingga saat ini, pembahasan kita terfokus pada hukum dalam konteks 
satu negara (hukum nasional). Namun, dalam dunia yang semakin 
terglobalisasi dan saling terhubung, interaksi tidak hanya terjadi antarwarga 
negara, tetapi juga antarnegara itu sendiri. Negara-negara menjalin 
hubungan diplomatik, melakukan perdagangan, membuat perjanjian 
tentang batas wilayah, berkolaborasi mengatasi perubahan iklim, dan 
terkadang terlibat dalam sengketa atau bahkan perang. Semua interaksi 



 

 

BAB XIII 
 
 

ISU-ISU HUKUM KONTEMPORER 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan tantangan-tantangan hukum utama yang timbul dari 

perkembangan teknologi digital, khususnya dalam ranah Hukum 
Siber dan transaksi elektronik. 

2. Menganalisis pentingnya Hukum Perlindungan Data Pribadi sebagai 
respons terhadap risiko privasi di era ekonomi digital. 

3. Memahami ruang lingkup dan prinsip-prinsip dasar dari Hukum 
Lingkungan Global sebagai upaya kolektif untuk mengatasi krisis 
ekologis. 

4. Menjelaskan konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan 
dinamikanya dalam menghadapi tantangan-tantangan di era digital. 

5. Menerapkan pemahaman tentang isu-isu hukum kontemporer 
untuk menganalisis sebuah studi kasus yang relevan dengan 
perkembangan masyarakat saat ini. 

 
Materi Ajar 

Hukum bukanlah sebuah entitas yang statis. Ia harus terus-menerus 
beradaptasi dan merespons perubahan-perubahan fundamental yang 
terjadi dalam masyarakat. Di awal abad ke-21 ini, umat manusia tengah 
mengalami beberapa transformasi dahsyat yang melahirkan tantangan-
tantangan baru yang belum pernah terbayangkan oleh para pembuat 
hukum di masa lalu. Revolusi digital, krisis lingkungan global, dan 
percepatan arus informasi telah menciptakan realitas-realitas baru yang 
menuntut respons dan pengaturan hukum yang baru pula. 

Sebuah pengantar ilmu hukum tidak akan lengkap tanpa menengok ke 
cakrawala masa depan dan isu-isu yang paling relevan saat ini. Bab ini akan 
menjadi sebuah jendela untuk melihat bagaimana hukum berjuang untuk 
tetap relevan di tengah arus perubahan zaman. Kita akan menjelajahi 



 

 

BAB XIV 
 
 

PROFESI DAN ETIKA HUKUM 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan peran, fungsi, serta kewenangan 

dari berbagai profesi hukum utama di Indonesia, khususnya Hakim, 
Jaksa, Pengacara, dan Notaris. 

2. Menganalisis pentingnya kode etik profesi sebagai landasan moral 
dan pedoman perilaku bagi para penegak hukum dan profesional 
hukum dalam menjalankan tugasnya. 

3. Menjelaskan konsep dan peran Bantuan Hukum sebagai salah satu 
wujud akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat 
yang tidak mampu. 

4. Menganalisis sebuah dilema etika sederhana yang mungkin 
dihadapi oleh seorang profesional hukum dalam menjalankan 
profesinya. 

5. Memahami bahwa profesi hukum bukan sekadar pekerjaan teknis, 
melainkan sebuah profesi luhur (officium nobile) yang mengemban 
tanggung jawab publik. 

 
Materi Ajar 

Perjalanan kita dalam mempelajari ilmu hukum telah membawa kita 
dari konsep-konsep paling abstrak tentang hukum, menelusuri berbagai 
bidang hukum materiil, hingga memahami bagaimana hukum itu 
ditegakkan melalui proses peradilan. Namun, sistem hukum tidak akan 
dapat berjalan tanpa adanya manusia-manusia yang menggerakkannya. 
Mereka adalah para profesional yang mendedikasikan hidupnya untuk 
bekerja di dalam dan dengan hukum. Merekalah yang disebut sebagai para 
profesional hukum. 
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berbasis kebutuhan nyata. Visinya adalah menjadikan hukum sebagai ilmu 
yang mudah dipahami, dekat dengan kehidupan masyarakat, serta mampu 
mendorong lahirnya budaya hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan 
berorientasi pada kemanfaatan.  
 
Emilya Marwaty, S.T., M.M.  

Penulis adalah akademisi, profesional, dan entrepreneur yang memiliki 
pengalaman panjang dalam bidang pendidikan, manajemen, teknik, serta 
kebijakan kelembagaan. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik 
Industri di Universitas Trisakti dan Magister Manajemen di Universitas 
Indonesia. Pengalaman akademiknya antara lain sebagai dosen di berbagai 
perguruan tinggi serta pernah dipercaya sebagai Kepala Akademik Program 
Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Di bidang profesional dan kelembagaan, penulis  memiliki pengalaman 
sebagai Tenaga Ahli Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, dengan 
kompetensi dalam penyusunan rencana strategis, kebijakan anggaran, 
legislasi, pengawasan, serta kajian dan telaah berbagai isu kelembagaan. 
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Pengalaman tersebut mempertemukan perspektif akademik dengan praktik 
pengelolaan organisasi dan kebijakan publik. 

Sebagai penulis, ia menghadirkan gagasan dengan pendekatan yang 
akademis namun tetap praktis dan mudah dipahami. Latar belakangnya 
sebagai pendidik, profesional, dan entrepreneur menjadi fondasi dalam 
menghasilkan karya yang tidak hanya menawarkan pengetahuan, tetapi 
juga mendorong pembaca untuk melihat persoalan secara kritis, sistematis, 
dan aplikatif. 
 
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M. 

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki latar 
belakang pendidikan multidisipliner di bidang ilmu hukum dan manajemen 
sumber daya manusia. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum ditempuh di 
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), dilanjutkan dengan 
Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), 
kemudian menyelesaikan Program Doktoral (S3) Pengkajian Islam (Agama 
dan Hukum) di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta. Selain bidang hukum, penulis juga menempuh 
Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Manajemen di STIE ISM serta Pendidikan 
Pascasarjana (S2) Ilmu Manajemen di STIE Gotong Royong. 

Kompetensi profesional penulis diperkuat melalui sertifikasi sebagai 
Instruktur Profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Certified 
Trainer BNSP). Selain itu, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, meliputi kegiatan akademik, pendidikan dan pelatihan, penelitian 
dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam kesehariannya, penulis berprofesi sebagai Dosen di Sekolah 
Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Di luar akademik, penulis juga 
menjalankan peran strategis sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Nasional 
Demokrat (NasDem) untuk periode 2024–2029. Selain itu, penulis menjabat 
sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Betawi Rempug (LBH 
FBR), Sekretaris Jenderal Organisasi Kemasyarakatan Garda Patriot 
Nusantara (GPN), Anggota Dewan Pakar Pusat Studi Ketahanan Keluarga 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Anggota Assosiasi Dosen Hukum Internasional / 
Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL), serta Anggota 
Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) 
periode 2025–2030. 
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